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PUTUSAN
Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Sdw
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 27 Maret 1986, agama Islam,
pekerjaan lIbu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Purworejo, Rt 02,
Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi
Kalimantan Timur sebagai Penggugat,

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kelumpang, 21 April 1985, agama Islam,
pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di 6407062002850001 sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November
2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Sdw,
tanggal 04 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 12 September 2007, sesuai dengan Kutipan Buku
Nikah Nomor: Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan
Timur, tanggal 12 September 2007;
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2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal
dirumah kakak kandung Tergugat di JI. Ahmad Yani, RT. 011, Selama 3
tahun, dan terakhir tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di
Kampung Purworejo, RT 02, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana
layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
a. Xxxxx , umur 13 tahun (Sekolaq Joleq, 26 Juli 2008), saat ini
dalam asuhan Penggugat;
b. Xxxxx, umur 11 tahun (Melak, 31 Oktober 2010) saat ini dalam
asuhan Penggugat;
4, Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran dikarenakan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain
bernama lin diketahui oleh Penggugat dari cerita suami lin ketika
Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang kebenaran hal
tersebut Tergugat mengakuinya;
5. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras walaupun sudah di
minta oleh Penggugat untuk berhenti namun Tergugat masih sering
mabuk-mabukan akibat mengkonsumsi minuman keras;
6. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2021Tergugat ditangkap pihak
kepolisian karena kasus pencurian dan telah divonis bersalah oleh
Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan hukuman 10 (Sepuluh) bulan
penjara sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor
124/Pid.B/2021/PN Sdw, tanggal 17 September 2021 ;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan
terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat
dengan Tergugat.
Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan
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dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2, Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap
Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum
yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara
menyarankan kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan
Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long
Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor XXxxXXx
Tanggal 12 September 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
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Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.) Diberi tanggal dan paraf Ketua
Majelis.
2. Bukti Saksi
Saksi 1, Xxxxxdai, tempat tanggal lahir kampung Purworejo 19 September
1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TKK, bertempat tinggal di
Kampung Purworejo RT 1, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
Kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun
2007 di Long Iram.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di
Kampung Purworejo, RT 02, Kecamatan Tering;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah
tangga Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat sering
minum-minuman keras dan malas untuk bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;
- Bahwa yang di pertengkarkan Penggugat dan Tergugat
adalahmasalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk-mabukan.
- Bahwa selama ini Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan
rumah tangga.
- Bahwa saat ini Tergugat telah masuk Penjara yang karena kasus

pencurian tabung gas LPG.
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- Bahwa kasus pencurian yang dilakukan Tergugat adalah kasus
yang kedua kalinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
12 Mei 2021 sejak Tergugat di tangkap polisi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan Penggugat
dan Tergugat di tahun 2020 membuat perjanjian untuk tidak mabuk
mabukan akan tetapi Tergugat masih tetap mabuk-mabukanSaksi
2, Xxxxx, tempat tanggal lahir kampung Purworejo 13 November 1984,
agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Kampung Purworejo RT 1, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai
Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
Kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun
2007 di Long Iram.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di
Kampung Purworejo, RT 02, Kecamatan Tering;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah
tangga Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat sering
minum-minuman keras dan malas untuk bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;
- Bahwa yang di pertengkarkan Penggugat dan Tergugat

adalahmasalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk-mabukan.
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- Bahwa selama ini Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan
rumah tangga.

- Bahwa saat ini Tergugat telah masuk Penjara yang karena kasus
pencurian tabung gas LPG.

- Bahwa kasus pencurian yang dilakukan Tergugat adalah kasus
yang kedua kalinya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
12 Mei 2021 sejak Tergugat di tangkap polisi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan Penggugat
dan Tergugat di tahun 2020 membuat perjanjian untuk tidak mabuk
mabukan akan tetapi Tergugat masih tetap mabuk-mabukan

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti
lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan
tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini
diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka
kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam
Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup
menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten
Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
Xxxxx tanggal tanggal 12 September 2007, dan saat ini rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat

mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat
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sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.1) dan perkara a quo
merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan
Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vyang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,
maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam),
pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama
Sendawar.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut
telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir menghadap ke persidangan secara in persoon sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan
ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian
berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa
dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo.
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada
Pengadilan agar menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap
Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya semula rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering selingkuh
dengan wanita lain bernama lin diketahui oleh Penggugat dari cerita suami lin
ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang kebenaran hal
tersebut Tergugat mengakuinya, Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras
walaupun sudah di minta oleh Penggugat untuk berhenti namun Tergugat
masih sering mabuk-mabukan akibat mengkonsumsi minuman keras, Bahwa,
pada tanggal 12 Mei 2021Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus
pencurian dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat
dengan hukuman 10 (Sepuluh) bulan penjara sebagaimana yang tertuang
dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sdw, tanggal 17 September 2021.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh
Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut
Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga
atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan
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kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
gugatannya.

Menimbang, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P, serta 2 (dua)
orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan
telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi
pada tanggal 12 September 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
setelah kejadian tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada
Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai
sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat,
tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxxxxdai dan Xxxxx
pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak
tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat sering minum-
minuman keras dan malas untuk bekerja, Bahwa selama ini Penggugat yang
bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, Bahwa saat ini Tergugat telah
masuk Penjara yang karena kasus pencurian tabung gas LPG, bahwa kasus
pencurian yang dilakukan Tergugat adalah kasus yang kedua kalinya, bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 12 Mei 2021 sejak
Tergugat di tangkap polisi, Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan
Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan Penggugat dan
Tergugat di tahun 2020 membuat perjanjian untuk tidak mabuk mabukan akan
tetapi Tergugat masih tetap mabuk-mabukan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1)
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R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu
pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah
disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap
peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu
dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi
sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-
dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut
mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-

istri yang sah menikah 12 September 2007 di Kecamatan Long Iram,

Kabupaten Kutai Barat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal terakhir tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat

di Kampung Purworejo, RT 02, Kecamatan Tering;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

4, Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah

tangga Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras dan

malas untuk bekerja;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sejak 12 Mei 2021 sejak Tergugat di tangkap polisi yang kedua
kalinya.

6. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan

Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan Penggugat
dan Tergugat di tahun 2020 membuat perjanjian untuk tidak mabuk

mabukan akan tetapi Tergugat masih tetap mabuk-mabukan.
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Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat
memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa
ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan di
bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam petitum angka
2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu
ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim perlu
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup
alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan
pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu
alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama,
adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri
sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah
berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan
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Tergugat karena sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan
Tergugat sering minum-minuman keras dan malas untuk bekerja, yang
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin
hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi
kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut
menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan antara Penggugat dan
Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing
sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,
yang menjelaskan “Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut
terbukti telah retak dan pecah”, dengan demikian unsur kedua juga telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta-
mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan
batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman

Allah didalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,”

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik
atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan
pecah (broken marriage), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak
saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada
rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah
penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat
Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu
memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat
namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah
berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak
menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk

rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara
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perkawinannya di putuskan selaras dengan kaidah fighiyah yang berbunyi

sebagai berikut:

alao)l > (e paio auwlioll €50
Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik

kemaslahatan”;
Menimbang, bahwa perlu juga dikemukanan hadits nabi yang

menegaskan Jl )_)Oy 9 )_;oy “Tidak boleh memadharatkan dan
dimadharatkan” dalam perkara a quo, Tergugat sebagai seorang suami tidak
boleh memberi madharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat
sebagai seorang istri tidak boleh memberi madharat kepada suaminya, maka
menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilang kemadharatan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal

tersebut didasari dengan kaidah fighiyah yang berbunyi .J| )~ ) )..a“
“Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu
mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999,
yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi, “Bahwa
bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan
Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya
Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai
suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian
dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai
mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah
terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap
Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) a
quo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena
perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal
89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap
Penggugat (Xxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Annys
Ahmadi,S.H.I.,,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.,
M.S.I. dan Khoiro Aulit Taufigo, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annys Ahmadi,S.H.l.,M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.l.,, M.S.I. Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhami Rahman, S.H.l.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. 2 Biaya Proses Rp. 50.000,00

3. Biaya PNBP Rp. 20.000,00

4, Biaya Panggilan Rp. 925.000,00
Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

Biaya Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



